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Perihal : Instruksi Pengawasan Kampanye

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Kendal

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang;
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5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI1/2019 tentang
Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

14.Peraturan Bersama Nomor 5 tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota,

15.Surat Edaran Bawaslu Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran

Netralitas Kepala Desa;

. Sehubungan dengan jadwal Kampanye Pemilihan serentak Tahun 2024 yang dimulai
tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Bawaslu Kabupaten
Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan
pencegahan potensi pelanggaran dan pengawasan Kampanye dimaksud, dengan

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait pelaksanaan pengawasan

Kampanye Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. Melaksanakan pengawasan disetiap tahapan Kampanye;

3. Memastikan pelaksanaan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
4. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan dimaksud;

5. Menuangkan hasil pencegahan ke dalam Formulir Pencegahan, menuangkan hasil

pengawasan ke dalam Formulir Model A serta mengisi alat kerja pengawasan (AKP);

6. Melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Hevy Indah Oktaria

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.



